KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 187/KPTS/BPKAD/2024

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI MUARA ENIM TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

- DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Menimbang

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

: a. bahwa wuntuk melaksanakan ketentuan Pasal 245

ayat (1), Pasal 314 ayat (1), dan Pasal 319 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, serta Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Rancangan Peraturan Dearah Kabupaten Muara Enim
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 harus dilakukan evaluasi
sebelum ditetapkan oleh Gubernur;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Muara Enim tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan
Peraturan Bupati Muara Enim tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024, perlu dievaluasi untuk menguji
kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), dan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta
Rencana Pembangunan Daerah (RPD);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan
Bupati Muara Enim tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024;
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Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Muara Enim
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 sah, apabila memenuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah
dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 2024

ATERA SELATAN,

Pj. GUBERNUR S

A. FATONI

Menteri Dalam Negeri RI c.q. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI di Jakarta.
Menteri Keuangan RI c.q. Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI di Jakarta.
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel di Palembang.

Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim di Muara Enim.

Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.




